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Mengukur Tingkat Korupsi Kota-kota di Indonesia:
Denpasar Dipersepsikan Bersih, Pekanbaru dan Cirebon Bermasalah

Mengapa survei pengukuran korupsi diperlukan? Dalam situasi pemberantasan korupsi di Indonesia
yang tidak jelas arah strateginya ini, nampaknya kehadiran instrumen pengukuran yang bisa
dipertanggungjawabkan metodenya paling tidak bisa memberikan arah dalam menyusun skala
prioritas pencegahan maupun penindakan korupsi. Setelah dua minggu yang lalu Transparency
International meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), dan minggu lalu Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil Survei Integritas 2010, hari ini Transparency International-
Indonesia (TI-Indonesia) menyampaikan pada publik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK
Indonesia).

IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Berbeda dengan
CPI yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks,
IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei
dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap 9237 responden pelaku bisnis, antara bulan
Mei sampai dengan Oktober 2010. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh
Indonesia, meliputi 33 ibukota propinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Rentang
indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih.

Tahun ini, Kota Denpasar mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul Tegal (6,26), Solo (6,00),
Jogjakarta dan Manokwari (5,81). Sementara kota Cirebon dan Pekanbaru mendapatkan skor terendah
(3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Jambi (4,13). Kota-kota dengan skor tertinggi
mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis di sana menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang
lazim terjadi, dan usaha pemerintah dan penegak hukum di sana dalam pemberantasan korupsi cukup
serius. Sebaliknya, korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik, sementara pemerintah
daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi, menurut persepsi para
pelaku bisnis di kota-kota yang mendapat skor rendah.

Untuk Kota Denpasar, skor IPK Indonesia 2010 sejalan dengan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik
2009 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menempatkan Denpasar sebagai salah
satu kota dengan skor terbaik. Kota Solo dan Jogjakarta memang saat ini sedang menunjukkan prestasi
di bidang reformasi birokrasi yang terefleksi dari skor IPK Indonesia yang cukup tinggi. Hal ini sejalan
dengan prestasi kedua kota yang baru-baru ini juga mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award.
Sementara di kota dengan skor terendah, Pekanbaru dan Cirebon, pemberitaan media lokal maupun
nasional memang dipenuhi oleh kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat di sana
(infokorupsi.com). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi persepsi para pelaku bisnis di sana.



IPK Indonesia nampaknya juga sangat berpengaruh sebagai efek “cambuk” bagi pemerintah daerah
kota yang mendapatkan skor rendah. Sebagai contoh Kota Tegal dan Kupang, yang pada tahun 2008
mendapatkan skor rendah, selama satu tahun ini menunjukkan inisiatif-inisiatif reformasi birokrasi
yang berdampak pada meningkatnya skor kedua kota ini secara signifikan. Kota lain yang menunjukkan
peningkatan skor yang signifikan dari 2008 ke 2010 adalah Manokwari, Kendari, dan Manado.

Korupsi ternyata masih menjadi masalah paling utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan
usaha di Indonesia. Hal ini terlihat dalam survei ini, dimana korupsi menjadi masalah paling utama
dalam menjalankan usaha di Indonesia, mengalahkan infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang
tidak efisien, dan ketidak stabilan politik. Survei IPK Indonesia juga menunjukkan bahwa bagi kalangan
usaha, lembaga kepolisian, pajak, dan pengadilan serta kejaksaan merupakan lembaga-lembaga publik
yang perlu menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

Dengan dikeluarkannya hasil survei ini, TI-Indonesia menghimbau:

1. Pihak pemerintah daerah agar menggunakan IPK Indonesia sebagai indikator kepercayaan para
pelaku bisnis terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas di daerahnya

2. Melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan usaha

3. Bekerjalebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi
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Transparency International-Indonesia (TI-Indonesia) adalah Chapter Otonom dari Transparency
International (TI) yang bergerak di lebih dari 90 negara di dunia. TI-I merupakan jaringan LSM yang
memfokuskan diri pada upaya melawan korupsi dan berupaya membangun koalisi/kemitraan dalam
rangka membasmi efek buruk dari korupsi yang berimbas kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia.
Misi utama dari TI-I adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.



Tabel : Daftar 50 Kota yang disurvei dan IPK Indonesia 2010

No Kota IPK
1 Denpasar 6.71
2 Tegal 6.26
3 Surakarta 6.00
4 Yogyakarta 5.81
5 Manokwari 5.81
6 Gorontalo 5.69
7 Tasikmalaya 5.68
8 Balikpapan 5.58
9 Kediri 5.56

10 Lhokseumawe 5.55

11 Sampit 5.55

12 Tenggarong 5.41

13 Mataram 5.39

14 Manado 5.35

15 Ambon 5.29

16 Banjarmasin 5.20

17 Kendari 5.20

18 Sibolga 5.15

19 Palu 5.10

20 Padang 5.07

21 Purwokerto 5.06

22 Bandung 5.04

23 Palangkaraya 5.03

24 | Pematang Siantar | 5.02

25 Semarang 5.00

No Kota IPK
26 Bandar Lampung 493
27 Kupang 4.89
28 Serang 4.87
29 Samarinda 4.85
30 Batam 473
31 Jember 4.71
32 Palembang 4.70
33 Banda Aceh 4.61
34 | Padang Sidempuan | 4.58
35 Tanjung Pinang 4.55
36 Pontianak 4.52
37 Mamuju 4.45
38 Jakarta 4.43
39 Ternate 4.42
40 Bengkulu 4.41
41 Jayapura 4.33
42 Sorong 4.26
43 Pangkal Pinang 4.19
44 Medan 4.17
45 Malang 4.15
46 Jambi 4.13
47 Makasar 3.97
48 Surabaya 3.94
49 Cirebon 3.61
50 Pekanbaru 3.61




